Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

TERGUGAT, umur 35 #gaMma |slam, Pendidikan SD,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Kabupaten Tebo, Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-
saksi serta memeriksa bukti- bukti yang dikemukakan di

persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung Rl nomor 144 SK/KMA/VI1/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan
pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya
hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat
gugatannya tertanggal 25 Januari 2011 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian
dengan Nomor : 37/Pdt.G/2010/PA.Mbl, tanggal 25 Januari
2011 telah mengaj ukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal

07 Maret 1997 M yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  XXX/XX/XXXX

tanggal 25 Maret 1997 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan

Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama

di Kabupaten Batang Hari dan hidup bersama

sebagaimana layaknya suami isteri dan telah

dikaruniai 2 orang anak yang masing- masing bernama :
a. Anak |, dan
b. Anak |1 ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
hingga tahun 2007 dan setelah itu ketentraman rumah

tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan

a. Tergugat sering menampar Penggugat jika
terjadi pertengkaran ;

b. Tergugat tidak penuh memberikan nafkah maka
Penggugat sering dibantu oleh orang tua

Penggugat dalam pembiayaan rumah tangga ;
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diatas,
Penggugat karena Tergugat
telah tidak memperdulikan Penggugat yang hingga Kini
7 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini ;
Maka  berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara
Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut ;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat ( TERGUGAT) ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung Rl nomor 144 SK/KMA/VI1/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan
pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya
hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
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yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cg. Majelis hakim
berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-
adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh
orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut
surat panggilan yang dibacakan dipersidangan telah
dipanggil secara  resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan
telah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan
keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan upaya
perdamaian  melalui medi asi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut maka dibacakan
surat gugatan Penggugat dimana  Penggugat menyatak an
tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar dalam
persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa  untuk meneguhkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis

berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat
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juga  berselingku € denéan perempuan lain

yang bernama Sari ;
= Bahwa saksi sudah 4 Kkali melihat  Penggugat dan
Tergugat bertengkar ;
= Bahwa pernah saksi mencoba melerai Penggugat dan
Tergugat, namun malah saksi diancam akan dipukul
oleh Tergugat ;
= Bahwa orang tua Penggugat pernah dikejar Tergugat
dengan memeganag senjata tajam (parang) ;
= Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal sudah lebih kurang 7 bulan lamanya ;
= Bahwa selama berpisah, tidak ada Tergugat
mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
Informas! Pengadiian (SK 144) Dolumen ini  hukan merapakan salinan otentik dari patusan o

pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya
hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
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= Bahwa sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil ;

2.SAKSI Il , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
= Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga
dengan jarak rumah sekitar 50 meter dan kenal dengan
Tergugat ;
= Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat
menikah ;
= Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
= Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga terhadap Penggugat ;
= Bahwa saksi pernah  melihat satu  kali Tergugat
melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap
Penggugat ;
= Bahwa Tergugat memiliki sifat kasar dan bahkan
pernah mengejar orang tua Penggugat dengan membawa
senjata tajam (parang) ;
= Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya ;
= Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan
lain ;
= Bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada
Penggugat ;
= Bahwa sudah ada upaya perdamaian, namun tidak

berhasil ;
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perkawinan bagi orang"-yan eragama Islam, maka sesuai

dengan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut
Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil
dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan
atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang
sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat

diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung Rl nomor 144 SK/KMA/VI1/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan
pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya
hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto
copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 25
Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan  Agama  XXXXX terbukti bahwa antara
Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan
Tergugat memiliki kepentingan dan hak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 vyang diubah
dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis
Hakim telah berusaha  mendamaikan dengan  menasehati
Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya
tetapi tidak  berhasil dan upaya perdamaian melalui
mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan
bahwa rumah tangganya rumah tangganya rukun-rukun saja
sampai  tahun 2007 namun setelah itu sudah tidak harmonis
lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan
Penggugat diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
jawaban Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat
tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

sebagai wakil atau kuasanya vyang sah meskipun telah
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dipanggil

formil

dengan satu
gugatan Penggugat, Hakim dapat menerima
keterangan saksi- saksi tersebut sebagai al at bukti
sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan 284 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian
Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f)
Kompil asi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai
Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung Rl nomor 144 SK/KMA/VI1/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan
pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya
hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
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undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, maka kepada Panitera
Pengadil an Agama Muara Bulian diperintahkan untuk
mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
dimana  Penggugat dan Tergugat menikah  dan Pegawai

Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 vyang diubah dengan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Noomor
50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal- pasal peraturan perundang- undangan
yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan

perkara ini ;

MENGADI LI

1. Menyatakan Tergugat vyang telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak
hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan tal ak satu ba'in sughro Tergugat
( TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Meamerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara
Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
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) Bielis tersebut

oleh Hakim-Hakim Anggota dan SRI WAHYUNI, SHI sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
TTD
Drs. MUCHIDIN, MA

Hakim Anggota
TTD TTD

MASALAN BAINON, S. Ag.. RIFKY ARDHITIKA, S.HI.,

MHI ..

Panitera Pengganti
TTD

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung Rl nomor 144 SK/KMA/VI1/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan
pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya
hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
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SRl WAHYUNI, SHI

Perincian biaya

1. Biaya Pencatatan Rp 30.000, -

2. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000, -

3. Panggilan Rp. 400.000,-

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Materai Rp. 6.000, -

Jumlah Rp. 491.000,- °
Untuk salinan sesuai dengan
aslinya

Panitera Pengadilan Agama Muara
Bulian

BAHARUDIN DJALIL, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



